
2. Undang-Undang Nomor 23 'I'ahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah cliubah 
beberapa kali, terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lernbaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 
;'5(,79); 

1. Undang-U nd:=ing Nomor 69 Tahun 1958 Ieritang 
Pembentukan Dacrah-dacrah Tingkat Il dHIHm Wilayah 
Dacrah-dacrah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nu sn 'I'eriggar'a Timur (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 122, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

Mengingat 

c. bahwa berdasarkan pcrt imbangan sebagaimana dimaksud 
rlalarn hurul' a dan huruf b, perlu mcnctapkan Pcraturan 
Bu pati ten tang Pedoman Pcngclolaan ~1 si ko pada 
Pcmcrintah l)acrah; 

b. bahwa untuk mernberikan kepastian hukum dalarn 
pelaksanaan Pengelolaan Risiko scbagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu Menyu su n Pedoman Pcngclolaan 
Risiko; 

Mcnimhang : a. bahwa untuk mernperkuat dan menunjang efcktifitas 
penyclenggaraan pcngcndalian intern, Pemerintah Daerah 
wajih mcnyelenggarakan Pcngclolaan Risiko dcngan 
mempertimbangkan aspek biaya manfaat, kcjclasan kriteria 
dan meteologi Penilaian Risiko, struktur Pcngelolaan Risiko, 
perkernbangan teknologi informasi yRng dilakukan secara 
komporchensif alas tujuan strategis Pemerintah Dacrah 
rnaupun kcgiatan u tama Perangkat Dae-rah ; 

UUPATT KLUNGKUNG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

1-'~:UOMAN PENGEL0LA/\N RT8TKO PADA PEMli:RINTAII DAERAH 

PERATlJRAN HUPATI KLUNOKUN<1 
NOMOR C) TAHUN 2021 

BUPATl KLUNGKUNCi 
PROVINS! BALI 

Tl£N'l'ANG 



PFISR I 1 

Dalam Peratuan Bu pr1t i in i yar ,g c.limaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabuparen Klungkung; 
2. Pemer+nrnh Daerah adalah Pcmcrintah Kahupatcn Klungkung 
3. Bupati adalah Ilupati Klu nRkLLug. 
,1. Perangkar nae rah adalah Pcrangka l Daerah di Lingku ngan Daerah. 
5. Inspektorat Dacrah aduluh Inspcktorat Dacrah Kabuparen Klungkung. 
h. Sistcm Pcngcndalian Intern Pcmerintah yang sclanjutnya disingknt 

81111> :-idalah sistem pengendalian intern yang disclenggarakan secara 
menyeluruh di lingku ngan IJcmcrintah Daernh. 

7. Unit Pcmilik Risiko y:-mg sclanjutnya disingkat lJPR adalah unit. kerja 
_yc:tllg bertanggungjawab melaksanakan pcngclolaan Risiko. 

8. Unit Kcpatu han adalah unit kerja yang bertugas memantau 
pclaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR Di Lingkungan Pemerintah 
Dnernh don Pcrangkat Dacrah. 

9. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mcngancam pencapaian 
tujuan kegiatan clan sasarnn Pcrangkat Daerah. 

10. Sisa Risiko adalah Risiko sctclah mempertimbangk .. U1 pcngendalian 
yang sudah ada. 

11. Ana1isis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah 
teridcntifikasi dalam rangka mcngestimasi kemungkinan munculnya 
clan besaran dampaknya untuk mcnctapkan level atau s1 . atus 
Risikonya. 

12. Identifikasi Rislko adalah proses mcnetapkan apa, dimana, kapan, 
rncngapa, chm bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat 
berdampak negatif tcrhadap pencapaian tujuan. 

D.t\B I 

l(ETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN: 

PRR!\TUl~N 13UPATI TENT.t\NG PEOOMAN PENGELOLAAN 
RlSTKO P.t\D.t\ Pt-<:MERINTAIJ DAl•:RAH. 

Menetapkan 

6. Perat urun Buputi Nomor 39 Tahun 20 L8 tentang Sistcm 
Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Dacrah . Kabupaten 
Klungkung 'I'ahun '..2018 Nomor 39); 

5. Pcraturan Pemerintah Nomor 12 Tahu n 2017 tcntang 
Pedornan T'cmbinaan dan Pengawasan I'cnyelenggaraan 
Pcrneriutah Dacrah (I.embaran Negara Republik Indonesia 
'I'ahu n 2017 Nornor 73, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pc:ngcrnh1linn Intern i'cmcrintah [Lernbrmrn Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2008 No111or l'.27, Tambahan Lernbnrnn 
Negara Rcpublik Indonesia Namur 48<JO); 

3. Undang-Undang Nomor L 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2020 Nornor 
245, Tambahan Lemharan Negara Nomor 6S73); 



Pasal 2 

( 1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis 
Pemerintahan Daerah, tujuan strategis Perangkat Dacrah, dan tujuan 
paoa tingkatan kegiatannya. 

(2) Pengelolaan RiHi ko sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
rnclalui: 
a. pengembangan budaya sadar risiko; 
b. pembent:ukan struktur pcngelolaan risiko; dan 
c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko. 

Bagian Kesatu 

Um um 

BAB II 

PENGELOLAAN RlSIKO 

13. Rencana Tindak Pengendalian yang sclanjutnya disingkat RTP adalah 
uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh 
Perangkat Dacrah. 

14. R.cviu adalah penclaahan ulang buktt-bukti suR1U kcgiatan untuk 
memasrikan bahwa kcgiatan tersebut telnh dilaksanakan scsuai 
dengan keteutuan, standar, rcncana, atau norrna yang telah 
ditetapkan. 

15. Evaluasi adalah rangkaian mcrnbandingkan hasil al au prcstasi suatu 
kcgiatan dengan standar, rencana, atau yang tclah ditetapkan da n 
mcncniukan f:~ktor faktor y:-mg rncmpengaruhi keberhusilan atau 
kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 

16. Rencana Pcrnbangunan Jangka Mcnr ngah Dacrah yang sclanjutnya 
disingkat dcngan Rl-'JMD adalah dokumcn perencanaan daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

17. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya dtsingkat 
dengan Rcnstra Perungkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah u n 1 u k pc-~1-iodc 5 (lima) t.ah un. 

18. Kebijakan Umum APHD yang selanjutnya disingkat KU/\ adalah 
dokumen yang mernuat kcbijakan bidang pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarlnya untuk periode I (satu) 
tahun. 

19. Prior+tas dan Plafon Anggaran Sernentara yang selanjutnya disingkat 
PPAS adalah rancangan program prioritas dan pat.okan batas 
maksimal anggaran yang diberikan kcpada Perangkat Daerah untuk 
setiap program scbagai acuan dalam penyusunan Rcncana Kerja 
Anggaran Perangkat Daerah scbelum dlscpakati dcngan I )ewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut RKA adalah Perangkat I )rierah adalah dokumen perencanaan 
dun penganggaran yang bcrlsi rencana pcndnpatan, rencana bclanja 
program dan kcgiatan Pcrangkat Daerah scrta rencaria pembiayaan 
sebagai dasar pcnyusunan Anggaran Pendapntan chm Hclanja Dacrah. 



( 1) Dala111 rnclakukan Pcngclolaan Risiko dibcntuk Pcngclola Risiko yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Stru ktur Pengclola Risi ko sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
alas: 
a. penanggung jawab pengelolaan risiko: 
b. koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko; 
c. UPR; 
d. Unit kcpatuhan; 
e. penangguru; jawab pengawasan; dan 
f. Komite Pengclola Risiko. 

(.3) Bupati selaku penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a berwenang mcnctapkan arah 
kcbijakan Pcngclolaan Risiko Pcrncrintah Dacrah; 

(4) Sekretaris Daerah selaku koordinntor penyelenggaraan Pengelolaan 
Risiko Pernerinlah Daerah sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf 
b bcrwcnang mcngoordinasikan Pengelolaan Rislko dl Iingkungan 
Pernerintah Daerah: 

(5) Bupati dan Pimpinan Perangkat Dacrah/unit kcrja scbagat UPR 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertanggung jawab 
melakukan Pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya; 

(o) Asistcn Sekretaris Daerah sebagai unit Kcpatuhan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d mema.ntau pelaksanaan Pengelolaan 
Risiko pada UPR; 

(7) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan 
sebagaima.na dimaksud pada ayat (2) huruf e berwenang memberikan 
kcyakinan yang mernadai alas penerapan Pcngclolaan Risiko 
Pemerintah Dacrah. 

Ragian Ket iga 

Pernbentukan Struktur Pengelola Risiko 
Pasal 4 

( l) Pengembangan I3udaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai Pemerintah 
Daerah. 

(2) Pengcmbangan Budaya Sadar Risiko scbagalmana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilakukan rnelalui: 
a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh 

Perangkat Daerah; 
b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan 

kcputusan discluruh I'crangkat Dacrah; dan 
c. pernbungunun z perbuikan Iingkungan pengendalian yang 

mcndukung pcnciptaan budaya risiko. 
(3) Hentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), bcrupa: 
a. pertirubangan Risiko dalam setiap perigambilan keputusan: 
b. sosialisasi bcrkelaniu tan pentingnya Manajernen Risiko; 
c. penghargaan terhadap Pengelolaan Risiko yang baik; dan 
d. penglntegraslan Manajernen Risiko dalam proses organisasi, 

Hagian Kcdua 

Pengembangan Budaya Sadar Risiko 

J>asal 3 



( l) UP~ Tingk:at Pcrnerintah Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 huruf a rnemiliki tugas: 
a. mcnyusun strategi Pengelolaan Risiko di Iingkat Pernerintah 

Daeruh; 
b, menyusun rcncana kerja Pengelolaan Risiko di tingknt Pcmerintah 

Duerah: 
c. melakukan idcntifikasl dan anausts Risiko terhadap pencapaian 

tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah; 
d. melakukan kcgiatan pcnang:::in:=rn rlan p~m::mlauan Risiko hasil 

idcutifikusi dun 1-mr1lisis Risiko; dan 
e. menatausahakan proses Pcngelolaan Risiko. 

(~) UPR Tingkal Eselon TT sebagaimana dimaksud dalam Pnsl-11 7 huruf b 
memiliki tugaa; 
a. mcnyusun strategi Pengelolaan Risiku <.Ii tingkat unit esclon II pada 

Pcrangkat Dae rah masing-masi ng; 
b. mcnyusun rcncana kcrja Pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon 

IT pi=irli=i Perangkat Daerah masing-masing; 
c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko tcrhadap pcncapaian 

tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah; 
d. melakukan kegiatan penanganan dan pernantauan Risiko hasil 

identifikasi clan analisis Risiko; dan 
e. rnenatausa . hakan proses Pcngclolaan Risiko. 

(3) UPR Tingkat Esclon III dan IV sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 7 
huruf b memiliki tugas. 
a. melakukan identlfikasi dan analisls Risiko terhadap pencapaian 

tuiuan dan sasaran kcgiatan: 

Pasal 8 

UPR scbagai penanggungjawah Pengelolaan Risiko scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 AyAI. (2) huruf c tcrdiri atas: 
8. UPR Tingkat Pcmcrintah Daerah; 
b. UPR CV Tingkal Eselon 11, lII dan TV. 

Pasal7 

Kornite Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mcmiliki 
tu gas: 
(1) melakukan pernbinaan tcrhadap Pengelolaan Risiko Pcmcrintah 

Dacrah yang melipuli soeialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan 
pcngclolaan risiko di lingkungan pernerintah daerah; 

(2) mcmbuat laporan tahunan kegiatan pernbinaan Pengelolaan Risiko 
yang disampuikan kepada Kcpala Bupati melalui Sekrctaris Daerah. 

Pasal 6 

( 1) Komile Pcngclola Risiko sehagaitnmm dirnaksud dalam Pasal 4 ayul (2) 
11 urut f dihe-ntuk dalam rangka mcndukung Pengclolaun Ri~ikn 
Perne-rintah DaerF.lh. 

(2) Komite Pengclola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) terdiri 
atas: 
u. Bupati scbagal kctua; 
b. Kepala Badon va ng mcnyclcnggarakan urusan Perencanaan 

scbagai koordinator merangkap anggota; 
c. Kcpata Perangkai Daerah sebagai anggota. 



( 1) Penilaian risiko dimaksu d kan un tuk mengid en tifikasi Risiko yang 
dapat rnenghambat pencapaian tujuan instansi pcmcrintah dan 
merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk 
mernperkecil Risiko. 

(2) Pcnilaian risiko dilakukan atas: 
a. tujuan strategis Pemerintah Dacrah; 
b. tujuan strategis (entitas) Pcrangkat Daerah; dun 
c. tujuan opcrasional (kegiatan) Perangkat Daerah. 

(3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah scbagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dcngan 
proses penyusunan RPJMD atau segera setelah disclcsaikannvn 
RPJMD. 

Pasal 11 

Paragraf Ketiga 
Penilaian Risiko 

( l) ldentifilrn.si kelernahan lingkn np;.:in pengendalian diperlukan untu k 
mcnentukan rencana pcnguatan Iingkungan pengenrtaiian dalarn 
rnendukung penciptaan budava risiko dan Pcngclolaan Risiko. 

(2) Identifikasi kelcmahan lingkungnn pengendalian dilakukan pada 
Pemerintuh Dueruh dengan cara mcngidr-ntifikasi kelemahan dalarn 
setiap sub unsur lingkungan pcng~nd:-JI i:-1r1 in tern. 

Pnsnl 1 O 

Pr1 ragraf Kcd u a 
Identifikasi Kelemahun Lingkungan Pcngcndalian 

Pasal 9 
(1) Proses Pengelolaan Risiko mcliputi: 

a. idcntifikasi kelemahan lingkungan pcngendalian; 
h. Penilaian Risiko; 
c. kcgiatan pengcndalian; 
d. informasi dan komu n ikasi; dan 
c. pernantauan. 

(2) Proses pengclolaan risiko sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
ditcrapkan dalam suatu slklus bcrkelanjutan. 

(.J) Setiap sik.lu s scbagaimana dimaksud pFldH ayat (2) mempunyai periode 
pencrapan selarna l (satu] tahun. 

(4) Proses Pcngclolaan Risiko sehagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
rnenjudi bagian yang tcrpadu dengan proses rnanajemen secara 
keseluruhan, rnenyutu dalarn budaya organisasi, rlan rli1-wsuaik~m 
dcngan proses bisnis organisasi. 

Paragraf K .. l"ial u 
Proses 1 'cngclolaan Risikn 

Bagian Keempat 
Pr.nyr.lenggaraan Proses Pengclolann Ri~iko 

h. melakukan kegiatan penanganan dan peman tauan Risiko hasil 
identifilrnsi dan aria Ii sis Risiko; dan 

c. mcnaia u sahakan proses pengelolaan Risiko, 



( 1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) 
huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat 
merigh ambat pencapaian tuju an di lingk\.lngan Pcmcrirrtah Daeruh 
y:.mg meliputi tuiuan i-;Lr·:.~l<:J_J,ii-.; Pc:m1:r·inl:.~h nw:r:.~h, luju:.v1 i-;L1·:.~lq_J,ii-; 

(2) Kriteria penilaian risiko melipuli : 
a. Skala dampak risiko; 
b. Skala kemungkinan risiko; clan 
c. Skala tingkat risiko. 

( 1) Penetapan kriteria Risiko sebagnimana dimaksud dalarn 1>asal 12 
bertujuan mcmbcrikan pemahaman yang sarna rncngenai kriteria 
pcnilaian dan analisls atas Risiko. 

Pasal 14 

( 1) Penetapan kontcks/tujuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasu.l 12 
bertujuan u ntuk rnenjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan 
sesuai dengan rencana stratcgis dan rcncana kinerja tahunan, 

(2) Tujuan dalam Pengelolaan Risiko dihngi menjadi tiga t.ingkalan 
yaitu : 
a. konteks strutegis Pernerintah Daerah: 
b. kontcks stratcgis (ontitasj Perangkat Dacrah; dan 
c. konteks operasional (kcgiatan). 

(3) Tujuan dRIAm knnteks stratcgis Pcmerintah Daerah <litctapkan 
bcrdasarkan tujuan sirategis Pemerinrnh IJo.erah sebuguimana 
tcrcantum dalam dokurnen RP,JMD. 

(t!) Tujuan dalarn kontcks stratr-gis (r ntitas] Pcrangkat Daerah ditetapkan 
berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah s~bagaimana 
tercantu rn dalarn dokurncn Rcnstra rcrangkat Daerah, 

(S) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditelapkan berdasarkan 
tujuan kcgiatan yang tercanturn dalam dokurnen RKA Pernngknl 
Dacrah. 

Pasal 13 

Pcnctapan konteks/tujuan sebngnimnna d irnak sud dalam J'asal 11 ayat (6) 
huruf a terdiri dari tahap penetapan kontcka/tujuan dan penetapan 
kriteria Risiko. 

Pasal 12 

(4) Penilaian Risiko alas tujuan strategls (cntitas) Perangkat Daerah 
sebagaimana clirnaksud pada Ryal (2) huruf h dilaksanakan 
bersamaan clengan proses penyusunan renstra Perangakat Dacrah 
atau scgera setelah diselesaikannya rcnstra Perangkat nacrah. 

(5) Penilaian Risiko atas rujuan opcrasional (kegiatan) Pcrangakat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan 
dengan proses penyusunan RKA ntnu Perungkat Dacrah scgcra setelah 
di:-.~l~saikannya RKA Perangakat Daerah. 

(6) Proses pcnilaian risiku mcliputi 
a. penetapan kontcka/tujuan; 
b. idcntifikasi Risiko: dan 
c. anulisis Risiko. 



Pasal 18 

( 1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 ayat 
(1) huruf d bcrtujuan untuk rnemastikan telah tcrdapat komunikasi 
internal clan ckstemal yang efektif dalarn setiap tahapan pengelolaan 
ristko, sejak penitalan kelemahan lingkungan pcngcndalian, proses 
pcnilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. 

(2) Pcmcrintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana 
informasi dan kornu niknsi yang efektif dalam melakukan Pengelolaan 
Risiko. 

Paragraf Kelima 
Informasi dan Korn u rrikaai 

(I) Kegiatan pengeurlnlinn sf'.h1-1gKimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I) 
huru r c merupakan tahap untuk menglmplementusiksu rcncana 
t inrla k pengcndalian RTP. 

(2) lmplcmcntasi RTP rnelipu ti kegiatan : 
a. pcmbangunan infrastruktur pengendalian yang antaru lain dapat 

berupa kebijakan clan/atau prosedur; 
b. pelaksanaan kebijakun dan prosed ur pcngcndalian. 

Pasal 17 

Parngraf Keernpat 
Kegiatan Pcngcndalian 

( 1) Analisis l~isiku sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf 
c mcrupakan langkah un Luk rncnentu kan nilai dari suatu sisa risiko 
dengan mengukur nilai kemu ngkinan dan dampaknya. 

(2) Berdasurkan hasil pcnilaian sebagaimana pada aya! (I) suatu Risiko 
dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk mcnciptakan 
rencana tindak pengendalian. 

(3) Tahap pelaksanaan analisis Rlsiko sebagaimana dimaksud ayat (1) 
mcliputi kegiatan : 
a. melakukan analisis darnpak dan kcmungkinan Risiko; 
b. mernvalidasi Risiko; 
c. rnclaku kan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; 

dan 
d. menyusun RTP. 

Pasal 16 

(entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan operasional (kegiatan) 
Perangkat Daerah. 

(2) Tahap pclaksanaan idcntiflkasi Risiko sebagaiman maksud pada ayat 
( 1) meliputi kegtruun : 
a. mengidcntiflkast berbagai Risiko yang menghambat pencapaian 

tujuan, pemilik Risiko, scbab Rislko, sumber Risiko, dan dampak 
Risiku; 

b. mcndokumentasikan proses idcntiflkast Risiko dalarn daftar 
Ri8iko. 



(1) Dalam rnngka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko, unit. 
pemil ik Risiko mcnyu sun laporan Pcngclolaan Risiko yang 
disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekrciaris 
Daerah dan Un it Kepatuhan internal Pernerintah Daerah .. 

(2) Laporan pengelolaan l<isiko scbagaimana dimaksud pacla a_yat (1) 
mcliputi : 
a .. laporan pelaksanaan Penilaian Risiko; 
b, laporan bcrkala Pengelolaan Risiko olch UPR; dan 
c. laporan berkala pcmantauan Risiko oleh Unit Kcpatuhan Internal. 

(3) Laporan pclaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksu<l pada 
ayat (2) h u ru f a di susun sctclah dilakukan Penilaian Risiko ya ng 
tcrdiri dari Pcnilaian Rtsiko strategis Pemerintah Daeruh, Penilaian 
l<isiko strategis (entitas) Pcrangkat Dacrah, dan Penilaian Risiko 
Opcrasiorial Perangkat Dacrah. 

(4) Laporan pelaksanaan Penilaian Risiko scbagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a dapat herupa dokumcn Pcnilaian Risikc /dokumen 
rencana tindak pcngcndalian .. 

(5) Laporan berkala Pengelolaan Risiko olch unit pernilik Risiko 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sccara 
l.ahunan disampaikan kepada Bupati, dcngan tembusan kepada 
Sekret.i=.iris Daerah dan Unit Kcpatuhan Internal .. 

(6) Laporan berkala Pengclolaan Risiko olch Unit Pcmillk Rlsiko 
scbagaimana dirnaksud pada ayat (2) hu ru r h u n l u k tingkat cntitas 
Pcmcrintah Dacrah dikoordinasikan oleh Unit Pernilik Risiko 
Pcmcrintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat 
Daerah dan tingkat operasional Peranglwt Daerah dikoordinasikan 
oleh Unit Pemilik Risiko Tlngkat Esclon TI. 

(7) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal 
sebagaiman» dima ksurl padn avat 12) hu ru r c d i1alntkun securu 
tahunan disarnpaikan kepacla Dupatt dengan tembusan kcpada 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 20 

HAI J III 
PELJ\PORAN 

(1) Pemantauan sebagaim .. ma dimaksud dalam Pasal ~} ayat (1) huruf F. 
dilaksanakan uutuk memastikan bahwa Pengclolaan Risiko tclah 
dilakukan sesuai dengan kctentuan .. 

(2) Pemantaua .. n dilaksanakan olch pirnpinan st'.<::-ira bcrjcnjang mu l~i dari 
Bupati, Kcpala Perangkut Ducrnh (Pejabat Esclon JJ), Kepala Bngi~n/ 
Kepala Bidang (Pejabat 1£sdun Ill), Kcpala Scksi/ Kcpala Suh Bagian 
(Pcjabat Eselon IV) sesual dengan ruang lingkup dan kewcnangannya. 

(3) Pelaksanaan pernantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daernh oleh 
Bupati dapat didclcgasikan kepada unit kcpatuhan .. 

(4) Pernantauan dalam bcntuk eva.luasi tcrpisah dapal dilaksanakan oleh 
lnspektorat selaku penanggung jawab pcngawasan Pengelolaan Risiku 
meliputi audit; reviu, pcmantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya. 

Pasal l lJ 

Paragraf Keenam 
Pemantauan 



I G1.£l)J,; PUTtJ WlNASTl~A 
~ f. L 

n, ,-l~l't l)A RRAII KJ\I !U PATEN xr.u NC KUNG TAHU N '.J.021 NOMOR 10 

1RKRE1At~18 
D/\ERA.11 KAllUPA'l'~N KUJNCKUNU, 

vlu11dHn1,d-:a11 di t:iernt1rnp11n1 
pH<ia tnnr~ul .io Murct 20~ 1 

Pen11uran Unpati ini mul,,i berlaku pads 1angJ1;al diunclangknn. 

II gnr sctia P orang men xctah 1J in ya, men ierin tn h l<>tn prng un<l:;ngH n 
Pe.t'aturan H1tJJ~ti ini dengan pcnemp:.ltHnnya dalam Bcrim Da<-rah Knbupatcn Klungln1ng. 

J->asal 22 

n,\HIV 
KETJ•;NTUAN l'f-i:NUTU1• 

Kelt:n tuan le hi h I aj\/t1 I. mcnge "" i Pcdorn» II f'cngcl o I aan Risi k o pada 
l 'cme rin Iah Kabupatcn Klungkung tcrcan tum dalam Lampiran yang 
rnerup..ik:=rn bu1.{.i::1n tldak tP.l'l)i:-;ahknn rJari Pera tu ran BupFI.li ini. 


